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RESOR INDRAGIRI HILIR Dileksanakan Sebagai Salah Satu rolen Gelar Magister Hukum (MH) Pada
Program Pascasarjena Universitas Islam Riau Oleh : NAMA : MOHA AHMAT NOMOR MAHASISWA : 181021042
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA PROGRAM MAGISTER (52) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022 BAB | PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Peraturan acara pidana
mempunya: maksud untuk mencari dan mempercleh atau sekiranya tdak bergerak menuju kebenaran materil,
#nususnya realitas total dari sualu perkara penjahat dengan menerapkan pengaturan peraturan sistem pidana secara
sungguh-sungguh dan tepat, bertekad untuk mencari siapa pelakunya. dapat dituduh melakukan pelanggaran.,
peraturan, dan kemudian menyebutkan penilaian dan pilihan dari pengacilan untuk memutuskan apakah terbukti telah
dizjuran suatu perbuatan melanggar hukum dan apakah orang yang dikecam dapat dituntut. Menemukan dan
memperoleh atau bila Udak ada hal lain yang mengarah pada kebenaran materiil diterapkan pada pendahuluan perkara
pidana di pengadilan, khususnya pada tahap pembuktian yang merupakan tahap penting dalam interaks: penilaian di
pengadilan mengingat pada tahap int hal itu cenderung diselesaikan terlepas dan apakah tersangka benar-benar
bertanggung Jawab, Verifikasi dilakukan dengan merperoleh bukti yang tidak diatur oleh peraturan untuk membantu
pejabal yang dilunjuk dalarm menetapkan suatu pilihan. Regulast sebagai ide, pemikiran, dan standar sosial yang secara
intrinsik dibawa sejak lahir adalah kecemerlangan kerangka nilai yang idup ¢ hatindividu, Hukum bergantung paca
basis sosial dimana 1a berkembang, berlaku dan menciptakan, hukum bukaniah standar yang lepas dari harga diri,
keuntungan atau kerugian hanya bergantung pada manusia pelaksana atau individu yang menerapkannya, Penegasan
dalam hukum acara pidana dicirikan sebagal suatu pekerjaan untuk mendapatkan data metalul pembuktian yang tiada
henti untuk memperoleh suatu penidanaan terlepas darl apakah perbuatan pelanggar hukum yang dipersalahkan telan
Aidakwakan dan dapat melihat apakah tersangka telah melakukan suatu kesalaban atau Udak, Realitas yang dican
melalur permbuktian i adalah kebenaran yuridis dan tidak langsung dengan alasan bahwa kebenaran hakiki sulit untuk
dilacak, Pada tahap i, jun diharapkan untuk memeriksa dan menital konsekuensi dare pembuktian dengan
menggunakan bukti yang sah sebelum menyimpulkan terlepas dar apokah penggugat bersalah atas suatu kesalahan,
Jalannya pembuktlian dalam suatu perbuatan pelanggar hukum diarahkan dalam Pasal 183-189 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHIAP), Dalam mendemonstrasikan suatu kasus
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BAB |

PENDAHULUAN

pelakunya.

menyebutka

terbukti telah diajukan s erbuatan melangt uku pakah orang yang

jawab. Verifikasi dilakukan dengan memperoleh bukti yang tidak diatur oleh
peraturan untuk membantu pejabat yang ditunjuk dalam menetapkan suatu
pilihan.

Regulasi sebagai ide, pemikiran, dan standar sosial yang secara intrinsik

dibawa sejak lahir adalah kecemerlangan kerangka nilai yang hidup di hati

individu. Hukum bergantung pada basis sosial dimana ia berkembang, berlaku dan
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menciptakan, hukum bukanlah standar yang lepas dari harga diri, keuntungan atau

kerugian hanya bergantung pada manusia pelaksana atau individu yang

menerapkannya.

hakiki sulit
menilai ko oukti yang sah
sebelum me an ari a ! rsalah atas suatu

kesalahan. embuktia alz SU3 elanggar  hukum

Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan
sebagai berikut:

(1) Konfirmasi substansial adalah:

Sebuah. pernyataan saksi;

B. Deklarasi induk;

C. Surat;
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D. Panduan;

e. Pernyataan penggugat.

(2) Hal-hal yang pada umumnya diketahui tidak harus ditunjukkan.

ada dasarnya,

ntuk menjadi

pemeriksaan sile o g adap te ‘ aNg Sama-sama

berperkara;

berperkara bersama.

Pembuktian terbatas yang tidak diatur dalam Pasal 184 KUHAP, berupa
keterangan-keterangan pengamat khusus, artikulasi induk, surat-surat, petunjuk-
petunjuk, dan keterangan-keterangan dari pihak yang berperkara. Dilihat dari
rencana artikulasi saksi, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangat penting

bukan hanya karena tingkat kebenarannya dan diajukan dalam permintaan utama
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pembuktian lain, tetapi juga karena pernyataan saksi diberikan oleh orang-orang

sehingga keterangan saksi diperlukan terkait dengan apa yang dilihat, didengar,

dan juga dialami sendiri.

pengamat
benar-bena
pengamat Vi

Soal oses penilaian
perkara har sah sebagai alat

bukti yang pelum memberikan

tindakan penjahat dapat menegaskan sebagai pengamat tanpa membuat sumpah di

awal.

Sebagaimana diindikasikan oleh KUHAP, artikulasi saksi tidak memiliki
nilai sebagai alat bukti yang sah, namun pernyataannya harus digunakan sebagai

pembantu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP. Salah satu
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pernyataan korban perzinahan dalam keluarga di Wilayah Hukum Polres Indragiri
Hilir dengan data bermula ketika dugaan meyakinkan pemerhati korban untuk

melakukan hubungan seks. Tersangka bersumpah untuk menikahi pengamat

‘.ﬂ-
?

’ ‘-"-t‘;_\‘?u\'\

- ¢
mencari pemboenaran p q ‘ “‘%

1. Untuk mengetahui keku korban terhadap tindak pidana
persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala kekuatan kesaksian korban
terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor
Indragiri Hilir.

Manfaat atau kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam suatu

penelitian secara umum dan spesifik dapat dibedakan dari 2 (dua) sisi, yaitu dari
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sisi teoritis (keilmuan) dan dari sisi praktis (guna laksana). Adapun manfaat atau
kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis (keilmuan), diharapkan dapat menambah atau

Kerangka penegakan hukum di“Indonesia tidak hanya diatur dalam sebuah
kitab peraturan dan pedoman dalam KUHAP tetapi dalam berbagai peraturan dan
pedoman yang berkaitan dengan kerangka penegakan hukum.

Romli Atmasasmita mencirikan kerangka penegakan hukum sebagai istilah

yang menunjukkan komponen yang berfungsi dalam penangkalan pelanggaran

dengan menggunakan pendekatan kerangka dasar. Sebagai kerangka penegakan



hukum, terdapat tiga metodologi, yaitu metodologi regularizing, otoritatif dan
sosial.

Pendekatan regularisasi melihat empat petugas polisi (polisi, pemeriksa,
pengadilan, dan organisasi perbaikan) sebagai-pelaksana pembentukan peraturan
dan pedoman material sehingga empat majelis mekanis merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari kerangka persyaratan hukum secara eksklusif. Metodologi
manajerial memandang keempat polisi sebagai suatu kesatuan administrasi yang
memiliki instrumen yang berfungsi, baik hubungan level maupun vertikal sesuali
dengan desain otoritatif yang berlaku di dalam asosiasi, kerangka yang digunakan
adalah kerangka regulasi, sedangkan metodologi sosial memandang keempat
polisi sebagal salah satu ciri asosiasi. yang tidak dapat dipisahkan dari suatu
kerangka sosial dengan tujuan agar daerah secara keseluruhan bertanggung jawab
atas pencapaian dan kekecewaan dari empat persyaratan peraturan otoritas dalam
menyelesaikan kewajibannya, kerangka yang digunakan adalah kerangka sosial.

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan kerangka
penegakan hukum adalah kerangka pengendalian perbuatan melawan hukum yang
terdiri dari yayasan kepolisian, *. penyidik;  pengadilan, dan lembaga
pemasyarakatan. Mardjono berpendapat, ada empat bagian dalam kerangka
penegakan hukum (polisi, pemeriksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan)
yang diandalkan untuk bekerja sama dan dapat membentuk kerangka penegakan
hukum yang terpadu. Muladi menekankan pentingnya kerangka penegakan
hukum yang terkoordinasi adalah sinkronisasi atau keselarasan yang dapat

dikenali dalam:
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Sebuah. Sinkronisasi primer (underlying sinkronisasi) adalah sinkronisasi
dan keakraban dalam sistem hubungan antar organisasi otorisasi regulasi.

B. Sinkronisasi signifikan adalah (sinkronisasi signifikan) khususnya

esuai dengan regulasi

%
s

‘y metode nalar

arasan dan

penyelenggaraan pemerataan.
Penegakan hukum sebagai kerangka kerja memiliki banyak konstruksi atau
subsistem yang harus bekerja dengan cara yang baik, terencana dan
integratif untuk mencapai kecakapan dan kecukupan terbesar. Antar
subsistem apabila tidak dapat bekerja secara terus menerus maka akan

menimbulkan kerugian yang dapat dinilai, antara lain:
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Sebuah. Kesulitan dalam menilai sendiri pencapaian atau kekecewaan setiap
organisasi, sebanding dengan kewajiban bersama mereka;

B. Kesulitan dalam menangani masalah prinsip setiap organisasi sebagai

sesuai antara
subsistem hukum yang
tergabung. angka penegakan
hukum me Dersyaratan dan

pemerataan regulasi s nenega hukum yang

yang menyusun premis sistem standarisasi kerangka penegakan hukum yang
terkoordinasi. . Kerangka penegakan hukum umumnya memiliki hasil dan saran
sebagai berikut:

Sebuah. Semua subsistem akan terkait dengan alasan bahwa item (hasil) dari

suatu subsistem adalah informasi (kontribusi) untuk subsistem yang berbeda;
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B. Pendekatan kerangka kerja memberdayakan konferensi dan kolaborasi

antar lembaga yang dengan demikian akan memperluas upaya untuk mendorong

prosedur untuk keseluruhan kerangka kerja;

Kemungkinan hukum dan ketertiban sudah sangat tua, jauh lebih mapan dari
masa ilmu kenegaraan itu sendiri, pemikiran tersebut merupakan pemikiran maju
yang multi sudut pandang dan asli 100% dari waktu ke waktu. Dengan asumsi
bahwa Anda melihat latar belakang sejarah perkembangan pemikiran filosofis

tentang hukum dan ketertiban, itu dimulai pada 1800 SM. Kemajuannya terjadi

10
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sekitar abad XIX hingga abad XX. Menurut Jimly Ashiddigie, kemungkinan
terciptanya hukum dan ketertiban dari kebiasaan Y unani kuno.

Arti penting hukum dan ketertiban pada dasarnya didirikan pada gagasan

ang _pad ar menyatakan bahwa

“.'h‘&“‘ .@o an, dengan

Men egara S i : ' egulasi dalam
keseluruhan pe aannya IS me as lam pengertian
ini hukum gara. Mer : -L :h' aman | ang bersumber dari
perhatian huk erha : asaan yang tidak

berhubunga

yang sederhana, sedangkan penguasa sejati hanyalah pemegang regulasi dan
keseimbangan.
Sebagaimana ditunjukkan oleh Utrecht, standar hukum dan ketertiban

tercipta seiring dengan kemajuan masyarakat dan negara. Utrecht mengenal dua

macam hukum dan ketertiban, khususnya hukum dan ketertiban yang tepat atau

11
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hukum dan ketertiban tradisional dan hukum dan ketertiban dalam arti materiil

atau kondisi peraturan yang mutakhir.

Perbedaan antara kedua model hukum dan ketertiban tersebut terletak pada

untuk

bantuan , ' C ataan  (government
assistance state pasitas negara 2 ' al yang utama

bagi sebuah ne , i ""  sebac :;" : ic help), untuk

negara bersifat intervensionis, artinya negara akan senantiasa mengambil bagian
dalam setiap perkembangan dan langkah masyarakat dengan alasan
mengusahakan bantuan pemerintah secara menyeluruh. Tugas negara ternyata
sangat luas dan sampai pada setiap bagian kehidupan individu di segala bidang
mulai dari sosial-sosial, politik, ketat, inovasi, penjagaan dan keamanan, terlepas

dari apakah penting untuk masuk ke dalam kehidupan pribadi. penghuninya

12
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(misalnya mengarahkan perkawinan, agama, dll). Penyimpangan penyalahgunaan
kekuasaan sebenarnya memerlukan standar yang mendasar dalam pelaksanaan

suatu kondisi regulasi yang mutakhir, sedangkan komponen utama dalam suatu

kesejahteraan

al service atau

Q@ m Indonesia adalah negara
hukum pengurus (Verzong . : pabila ermati secara sungguh-sunggu
negara hukum ini sangat mendekati konsep Negara hukum Kkesejahteraan
(welfarestaat), dapat dipahami melalui pembukaan Undang-undang Dasar 1945,

khususnya pada alinea 1V, yang selanjutnya dirumuskan :*

“.... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

! Maria Farida Indrati Soeprapto, IImu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan
Pembentukannya), Kanisius, Jakarta, 1998. him. 1.

13



bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”

3. Teori Kebijakan Kriminal

Seperti yang dikemukakan oleh Barda NawawiArief, strategi kriminalisasi
adalah suatu-pendekatan dalam memutuskan suatu demonstrasi yang semula
bukan perbuatan salah (tidak dinafikan) menjadi suatu perbuatan bajingan
(perbuatan pelanggar hukum). Secara umum, ‘Strategi kriminalisasi terhadap
pelanggaran inovasi data penting untuk pendekatan pidana (criminal setting)
dengan menggunakan metode pengaturan pidana (corrective), dan oleh karena itu
penting untuk strategi pengaturan pidana (reformatory arrangement), khususnya
strategi perencanaannya. Strategi kriminalisasi ini bukan sekedar pengaturan
untuk memutuskan, mencari tahu.atau merencanakan kegiatan apa yang dapat
ditolak (menghitung persetujuan pidana).

Isu perincian strategi “-atau/\ pengaturan- dikumpulkan dalam kerangka
pengaturan pidana (pendekatan resmi) yang disepakati dan dikoordinasikan.
Menurut Sudarto, masalah kriminalisasi harus fokus pada hal-hal berikut:

Sebuah. Penggunaan. peraturan pidana harus mempertimbangkan tujuan
pergantian peristiwa publik, Khususnya memahami masyarakat yang adil dan
makmur yang benar-benar merata dan mendalam berdasarkan Pancasila,
penggunaan peraturan pidana berarti untuk menangani kesalahan dan lebih lanjut
memperkuat tindakan penanggulangan yang sebenarnya, atas bantuan dan
jaminan pemerintah daerah.

B. Perbuatan-perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau dilampaui oleh

peraturan pidana harus berupa demonstrasi-demonstrasi yang tidak
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menguntungkan, khususnya kegiatan-kegiatan yang membawa luka (materi atau
berpotensi mendalam) kepada individu-individu dari daerah setempat.

C. Penggunaan peraturan pidana juga harus mempertimbangkan pedoman

spesifik seja emo e [as utama yang

berlaku di arenz serta ole ap patut atau tidak

menyiratkan bahwa QQ ‘ enegakan hukum, dan beban

yang ditanggung oleh pen : an | pelanggaran harus diimbangi

C. Beban ekstra aparat kepolisian yang tidak disesuaikan atau jelas tidak
dapat dilakukan sesuai dengan kapasitasnya.

D. Menekan atau menghalangi standar negara Indonesia, khususnya
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dengan tujuan mengancam

seluruh masyarakat.
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Strategi kriminalisasi erat kaitannya dengan pendekatan sosial dimana
pengaturan sosial memiliki titik bantuan sosial pemerintah (social government
assistance) dan jaminan wilayah. lokal (social.guard strategy), yang telah tertulis
dalam Deklarasi Nomor 3 Caracas yang disampaikan oleh Kongres Perserikatan
Bangsa-Bangsa keenam. . 1980-adalah:

Kebijakan sosial dan juga kebijakan pembangunan erat kaitannya dengan

politik -hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara, Politik hukum

mengandung penentuan pilihan atau pengambilan sikap terhadap tujuan-
tujuan yang dianggap paling baik termasuk di dalamnya usaha-usaha untuk
mencapai tujuan-tujuan tersebut.?

Menurut Mahfud, politik hukum dimana menurutnya politik hukum adalah
sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh
pemerintah Indonesia yang meliputi :

a. Pembangunan hukum, vang berintikan K pembuatan-dan pembaharuan
terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.

b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi
lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Menurut Filemon Ginting,  masalah. pemerintahan yang sah sebagai
penyelidikan perubahan yang harus dilakukan dalam peraturan terkait ius
constitutum untuk mengatasi masalah kehidupan individu di masa depan ius

constituendum, masalah pemerintahan yang sah mengandung arti mencoba atau

membuat dan membentuk peraturan yang besar.

2 Philemon Ginting, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi
Melalui Hukum Pidana, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. him. 13.

3 Moh. Mahfud, MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media,
Yogyakarta, 1999. him. 9.
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Sejauh upaya antisipasi perbuatan salah, pada umumnya dapat dipisahkan
menjadi 2 (dua), yaitu melalui jalur korektif (peraturan pidana) dan melalui jalur

nonpunitif (tidak atau di luar peraturan pidana). Penggunaan peraturan pidana

ang masuk akal
lebih baik dan

etapi juga kepada

Pendekatan pengaturan pidana atau untuk situasi ini reformator (penjahat)
diisolasi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

Sebuah. Tahap penyusunan formulatif atau resmi

Tahap pengaturan disetujui sejauh memutuskan atau membentuk kegiatan

apa yang dapat ditolak yang terletak pada masalah utama dalam peraturan pidana,
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termasuk tindakan yang melawan hukum, slip-up atau kewajiban pidana dan
persetujuan apa yang kemudian dapat dipaksakan oleh pembuat undang-undang.

B. Tahap pengaturan praktis atau hukum

Tahe egi ! an pidana n melakukan
pejabat ata mulatif ini, Barda
Nawawi A ahap yang paling

esensial dari pe jtan re is den : ‘ ada tahap tersebut

ditolak yang terleta : erma perbuatan yang

melawan hu ¢ - S apa yang mungkin

1. Kesaksian korban merupakan saksi adalah salah satu alat bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
menyebut alasan dan pengetahuannya itu.® Kesaksian adalah suatu

keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai

4 Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
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kejadian tertentu, yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri.®> Saksi korban
adalah Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan

adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan

Metode pene 3 : ara yang digunakan

1. Jenis dan Sifat Penelitian

5 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Premadania Grup,
Jakarta, 2014. him. 236-238.

® Muhandar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra Media
Nusantara, Surabaya, 2010. him. 5.

" Andi Zainal Farid dan dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana. Indonesia.
Cet. 1, Yarsif Watampone, Jakarta, 2007. him. 339.
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Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi
(observational Research).®? Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif

analitis.

Indragiri : 3 o1fs adap tindak pidana

persetubuha elus K yolisiaf es : ehingga penulis

.ﬁ . data yang besar sekali
jumlahnya, yang mengak ‘ i dilakukan pengkajian terhadap
seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampel. Dalam
penelitian mengambil populasi dan sampel penelitian ini dengan mengunakan

metode random,'® Metode random merupakan metode yang digunakan dengan

cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada,

8 Buku Panduan Penulisan Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indragiri,
Pekanbaru, 2018. him. 11.

® Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi | Cetakan 5, Kencana, Jakarta, 2009.
him. 18.

10 Buku Panduan Penulisan Tesis, Op.Cit, him. 12.
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

dengan terlebih dahulu sampelnya secara acak oleh peneliti. Penulis anggap cukup
mendukung dalam penyelesaian penelitian, yaitu :

Tabel I.1
Populasi dan Sampe

(.

penelitian ini adalah informa oleh melalui responden yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian.

b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi
menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer yaitu buku-buku literatur, dan jurnal serta internet yang

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
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c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi

untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

yaitu kamus hukum Indonesia.

diperoleh dari

itas, kemudian

penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi
penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi

tentang penerapan kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana

I Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. him. 192.
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persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penarikan

kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.*?

%

-~
’
7,
&
o
)
’ |
”
?
¢

_

12 Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif dapat dilakukan secara
langsung dan tidak langsung. Penarikan tidak langsung ditarik dari dua premis. Penarikan secara
langsung ditarik dari satu premis. Lihat : http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-
adalah-suatu-proses-berpikir 09.html/diaksestanggal10Januari2021jam22.00Wib
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Ketentuan Perlin gan Hukum Anak Sebag orban Tindak Pidana

=

engetahuanste p hak-hak a : mi oh S
Pene )
berdasarka | : s kumpulan
peraturan a hal ‘dari hallainnya.

" u demonstrasi
»
g emutuskan cara

Keamanan

pada tanggal 20 Nowve ” inan anak diakui sebagai

berikut:

1. Bidang hukumpublik
2. Bidang hukum keperdataan

b. Perlindungan non yuridis yang meliputi:
1. Bidang sosial

2. Bidang kesehatan

13 Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, C.V. Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
him. 20.
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3. Bidang kependidikan
Menurut C. S. T. Kansil, bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

Perlindunga

kewajiban,

interaksinya

manusia me

dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun

14 C. S. T. Kansil, Perlindungan Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2000. him. 16.

15 Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 2005. him. 5.

16 Mukti A. Fadjar, Perlindungan Hukum, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2005. him. 27

17 Http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-paraahli/ diakses pada
tanggal 4 November 2022, Pukul 13.00 Wib.
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dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.*®

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk

anak juga
hakekatnya Se : r ad v nasa [ an tertentu dan
mempunyai ensi U AW3 da eorang lelaki atau
perempuan g belum asa a ) galami pubertas. Anak juga

merupakan ki

D

—
c
QD
o
=
QD
>

(=]
o
=

£
[
>
3
@D
=
@D
=~
QD
g
@
[
=

dewasa.?!

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam

pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai

18 1bid.

19 Http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html diakses tanggal
19 Januari 2022 jam 1600 Wib

2 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988. him.
30.

2L Https://id.wikipedia.org/wiki/Anak. diakses tanggal 01 Januari 2022 jam 14.11 Wib.
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hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum
yang berlaku.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab | Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2
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menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh

satu) tahun dan belum pernah kawin”.

3. Pengertian Korban

kepastian mis - ali, diingatkan dan
dalam hal apa nengulangi (remake) _yan lah terjadi padanya
selama men S enilaian, baik pada ti : aan maupun setelah

kasus diana engadila er )a atan salah, dapat

B. Mengalami musibah.

C. Disebabkan oleh demonstrasi atau pengawasan yang dicirikan dengan
peraturan pidana, atau

D. Karena penganiayaan kekerasan.

B. Korban backhand, lebih tepatnya perkembangan korban karena adanya

seseorang yang menjadi penengah dalam membantu korban langsung atau ikut
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serta dalam mencegah timbulnya korban atau orang-orang yang menggantungkan
hidupnya untuk mengkoordinasi korban, seperti pasangan atau suami, anak-anak
dan keluarga terdekatnya. .

Muladi mengatakan (korban) adalah_individu yang;.secara terpisah atau
bersama-sama, telah mengalami kemalangan termasuk kerusakan fisik atau
mental, gairah, keuangan atau, signifikan: terhadap kebebasan esensial mereka,
melalui tindakan atau komisi yang menyalahgunakan peraturan pidana di masing-
masing dari mereka. negara, termasuk penganiayaan kekerasan.

Menurut Kamus Kejahatan, yang dikutip oleh seorang ahli Abdussalam,
bahwa korban kesalahan adalah orang yang mengalami stksaan fisik atau mental,
kehilangan harta benda atau menyebabkan kematian karena perbuatan atau upaya
pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. demonstrasi dan lain-
lain. Individu yang mendapatkan kesengsaraan yang sebenarnya, dll adalah yang
selamat dari pelanggaran atau demonstrasi kriminal. Arti yang berbeda dari
korban telah dikemukakan oleh spesialis yang berbeda, termasuk:

2. Korban adalah orang-orang yang menderita secara nyata dan mendalam karena
kegiatan orang lain yang mencari _kepuasan.atas keinginannya sendiri atau orang
lain yang bertentangan dengan kepentingan kebebasan dasar pihak yang
dirugikan.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, korban

adalah orang atau perkumpulan yang mengalami penderitaan karena pelanggaran
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kebebasan dasar yang sejati yang memerlukan jaminan fisik dan mental. dari
bahaya, kejengkelan, ketakutan dan kebrutalan dari pihak manapun.

4. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

jaminan dan se asi ata 0 : an _yang dirugikan.

Akibat per

. Kemalangan m: era a dikalahkan dengan

kesalahan dikutuk menjadi terlalu ringar

Dalam kondisi yang keterlaluan, tindakan pelanggar hukum dapat diajukan
oleh yang bersangkutan, khususnya dengan melakukan tindakan main hakim
sendiri (eigen-richting) atau sebagai imbalan dengan mengambil produk orang

lain. Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu :
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1. Siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami
korban kejahatan.

2. Siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian

individu U ' ¢ perbuatan (tidak
berbuat) yang jgar huk 3 : negara, termasuk
peraturan-p
korban termas : g-or " ang m .‘ i korba erbuatan-perbuatan
(tidak berb alauf erhadap hukum
pidana nasio ; : arupak elanggaran terhadap

norma-norma

batiniah). Jenis-jenis kekejaman terhadap anak muda dapat dikelompokkan
menjadi kebrutalan aktual, kebiadaban mental, kekejaman seksual dan kekejaman
sosial. Kekejaman seksual terhadap anak-anak menurut End Child Prostitution in
Asia Tourism (ECPAT) International adalah hubungan atau kerjasama antara

seorang anak dengan orang yang lebih mapan atau orang dewasa, misalnya,

22 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005. him. 45.
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kerabat atau orang tua yang lebih aneh di mana anak itu digunakan. sebagai
barang untuk memenuhi kebutuhan seksual pelakunya. Tindakan ini dilakukan
dengan menggunakan paksaan, bahaya, imbalan, kesepakatan ganda, dan bahkan
ketegangan. Latihan-latthan kebrutalan seksual terhadap. anak-anak ini pada
dasarnya tidak perlu melibatkan kontak antara pelaku dan anak sebagai orang
yang bersangkutan.

Kebrutalan seksual terhadap anak muda adalah ketika seseorang
memanfaatkan anak untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan seksual. Tidak
terbatas pada seks saja, namun juga tindakan-tindakan yang mengarah pada
tindakan seksual terhadap anak, misalnya menyentuh tubuh anak secara fisik,
terlepas dari apakah anak tersebut mengenakan pakaian, segala jenis penetrasi
seksual, termasuk penyusupan ke dalam mulut anak dengan menggunakan barang-
barang atau pelengkap; membuat atau memberi kuasa kepada anak untuk
mengambil bagian dalam gerakan seksual, dengan sengaja melakukan tindakan
seksual di depan mata anak atau tidak melindungi dan mencegah anak melihat
tindakan seksual yang dilakukan oleh orang lain; membuat, menyebarluaskan, dan
menayangkan gambar atau film yang memuat adegan anak-anak dalam sikap atau
tindakan menjijikan, dan menampilkan gambar, foto, atau film anak-anak yang
menunjukkan tindakan seksual.

Pedofilia adalah jenis kebiadaban atau pelanggaran hukum, dan juga
merupakan jenis kebrutalan seksual yang merugikan baik secara nyata maupun
mental. Dengan cara ini, pedofilia adalah jenis daya pikat fisik yang tidak wajar.

Ketika seseorang secara fisik tertarik pada orang-orang yang berada di luar usia
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atau fase transformasi mereka, itu dianggap tidak pantas secara sosial, misalnya,
remaja atau orang dewasa tertarik pada anak-anak. Artinya, orang dewasa atau
remaja yang lebih berpengalaman yang pada dasarnya secara fisik tertarik pada
anak-anak atau dalam hal apa pun dianggap.aneh. Fakta bahwa itu aneh membuat
pada titik apa pun secara sosial dianggap merosot, pelakunya sendiri juga sadar.
Ada dua cara potensial untuk .merespons:=mengubah diri sendiri atau diam-diam
memenuhi kecenderungan seksualnya.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.
Kekerasan dapat diartikan sebagail perihal keras atau perbuatan seseorang atau
sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan
menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Menurut Santoso kekerasan juga
bisa diartikan sebagal serangan memukul merupakan kategori hukum yang
mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan, ancaman-dan aplikasi aktual
kekuatan fisik kepada orang lain. Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan”
yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan
dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan
defenisi yang dikemukakan eleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal
Justice, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah.
Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang
mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hakmilik.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan
kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri,

perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar
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atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau
perampasan hak. Sedangkan kekerasan terhadap anak atau child abuse adalah

perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak

kesengsaraan
penelantaran,
aksaan, atau

Ji ke dalam tiga
golongan, ya
a.
pahami, klasifikasi
kebiadaban semac memukul/menampar
mencekik, mendorong dengan

benda tajam, dll. Korban kejahata ni sebagian besar muncul langsung
pada penampilan korban yang sebenarnya seperti cedera, sekarat, patah tulang,
pingsan dan struktur lain dengan keadaan yang lebih serius. Kebiadaban asli yang
harus terlihat, dirasakan oleh tubuh. Kebiadaban yang sebenarnya muncul sebagai

hilangnya kesejahteraan atau kapasitas substansial biasa, hingga hilangnya nyawa

seseorang.
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b. Kekerasan Psikis

Kebiadaban semacam ini tidak terlalu mencolok, hasil yang dirasakan oleh

korban tidak membuat jejak yang jelas bagi orang lain. Efek dari kebiadaban ini

depan orang

Karena cara

yang mem atau jiwa C e i atau bahkan
menghilang kapasitas khs penanaman, bahaya, dan

ketegangan.

adalah tindakan yang muncul sebagai paksaan atau mengambil langkah untuk

berhubungan seks, melakukan siksaan atau tindakan kejam dan pergi termasuk
individu yang bernama anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual, semua
perilaku yang mendorong demonstrasi perilaku yang tidak pantas terhadap anak-

anak baik di sekolah, di keluarga, dan di lingkungan sekitar rumah anak diingat
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untuk klasifikasi kebiadaban ini. Untuk sementara, Suharto mengatur

penganiayaan anak-anak menjadi:

a. Pelecehan Aktual (Kekerasan Fisik)

seksual antara anak muda dan individu yang lebih mapan (melalui kata-kata,
kontak, gambar visual), atau perlakuan perjanjian seksual langsung antara anak
dan orang dewasa (perkawinan sedarah, penyerangan, seksual ganda). -
berurusan).

d. Pelecehan Sosial (Kekerasan Sosial)
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Kebiadaban sosial, dapat mencakup pengabaian anak-anak dan pelecehan
terhadap anak-anak. Pengabaian anak adalah sikap dan perlakuan wali yang tidak
fokus sepenuhnya pada proses perkembangan dan kemajuan anak. Misalnya,
anak-anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak dilengkapi dengan
instruksi-dan layanan medis yang Sesuai. Perlakuan ganda terhadap anak-anak
menunjukkan perspektif yang.menindas: atau perlakuan yang tidak menentu
terhadap anak-anak oleh keluarga atau masyarakat. Misalnya, mendorong seorang
anak untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan finansial, sosial atau politik
tanpa berfokus pada hak istimewa anak untuk mendapatkan asuransi sesuai
dengan perubahan fisik, mental, dan kesejahteraan ekonominya. Misalnya, anak-
anak muda dipaksa bekerja untuk kepentingan moneter yang harus dipenuhi.
3. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana
1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata ‘konfirmasi” yang dalam “Kamus Besar
Bahasa Indonesia” dicirikan sebagal sesuatu yang mengungkapkan realitas
peristiwa atau artikulasi. yang asli. Konfirmasi adalah.demonstrasi atau perbuatan
untuk menunjukkan realitas-suatu _peristiwva.yang telah terjadi. Menurut penilaian
beberapa ahli hukum, mengenai pembuktian antara lain sebagai berikut:

a. R. Subekti

Pembuktian adalah interaksi untuk meyakinkan penguasa yang ditunjuk
terhadap realitas pertentangan atau pertentangan yang dikemukakan dalam suatu
perdebatan. Dari penilaian ini sangat terlihat bahwa R. Subekti menempatkan

pentingnya verifikasi untuk memperoleh kepastian dan dengan keyakinan ini
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bermaksud untuk membentengi realitas pertentangan tentang realitas hukum yang
menjadi pokok persoalan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut maka

pejabat yang ditunjuk akan mendapatkan premis kepastian untuk meloloskan

cara-cara ) dilegitimasi @ juk & ggung jawab
yang telah dibeb da A Ja-merupakan suatu
pengaturan ya engatur pembuktia peraturan yang
dapat digunakan ole ‘- -L n ke han penggugat. M.
Yahya Haraha l .
dari pembuktian, terlepas dz ak ajukan. Karena,

seandainya b g diajuka ak sesuai de ' ng diatur dalam

a) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad 'Adb al 'Aziz, mendemonstrasikan
suatu kasus adalah memberikan data dari pembuktian dengan tujuan dapat
meyakinkan orang lain.

b) Menurut Sobhi Mahmasoni, mendemonstrasikan suatu kasus adalah

memperkenalkan alasan dan memberikan argumentasi pada tingkat yang
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meyakinkan. Ini menyiratkan hal-hal yang menjadi harapan atau pilihan
berdasarkan eksplorasi dan pertentangan tersebut.

¢) Menurut JCT Simorangkir, pengukuhan adalah suatu usaha yang dilakukan

atau alasan

Menurut
sehingga d dibujuk untuk

memberika

B. Sudikno Me e erapa asi; sebagai berikut:

cukup kepada pejabat yang ditunjuk yang melihat keadaan yang dimaksud untuk
memberikan keyakinan tentang kenyataan peristiwa yang diajukan.

Dalam hal sebagaimana dikemukakan oleh Anshoruddin, pembuktian
merupakan suatu gerak proklamasi atau motivasi untuk memperoleh kepastian,

maka daripada Sudikno Mertukusumo, Sudikno melihat alat bukti sebagai alat

39



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

untuk mendapatkan kepastian, apakah itu kepastian relatif atau relatif atau

keyakinan langsung.

Premis konfirmasi adalah pembuktian, pembuktian dapat diartikan sebagai

pembukti

pendahulu
yang didakwakan me _- rut ndang sebagai
pemikiran niuk
gagasan verifikasi da al uk memberikan

gambaran, asan dan kenda M3 i ouktian yang akan

acara pidana, yaitu:
A. Waktu Keyakinan
Kerangka verifikasi keyakinan-dalam-waktu memutuskan apakah penggugat
bertanggung jawab, secara eksklusif oleh penilaian otoritas yang ditunjuk dari
keyakinan. Keyakinan otoritas yang ditunjuk yang memutuskan tanggung jawab
tergugat, khususnya dari mana hakim menarik dan menyelesaikan keyakinannya,

tidak menjadi masalah dalam kerangka ini. Kepastian dapat diambil dan
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diselesaikan oleh pejabat yang ditunjuk dari bukti yang telah dianalisisnya dalam
acara pengadilan. Demikian pula dapat dibayangkan bahwa akibat-akibat dari
penilaian pembuktian diabaikan oleh penguasa yang ditunjuk, dan dengan cepat
mencabut keyakinan dari pernyataan atau pengakuan tertuduh;

B. Conviction-Raisonee

Memang, bahkan dalam kerangka keyakinan-pembebasan, keyakinan hakim
sebenarnya mengambil” bagian penting dalam memutuskan apakah penggugat
bertanggung jawab. Bagaimanapun, dalam kerangka ini, faktor keyakinan hakim
dibatasi. Jika dalam pengaturan pembuktian waktu pemidanaan, tugas pemidanaan
hakim tidak terbatas, maka dalam kerangka pemidanaan-pembebasan, pemidanaan
pejabat yang ditunjuk harus ditegakkan dengan alasan yang jelas. berperkara
berdasarkan pemikiran. Selanjutnya, pilihan tersebut juga didasarkan pada alasan-
alasan yang dapat diakui~oleh akal (masuk iakal). Pejabat yang ditunjuk
berkewajiban ~untuk menggambarkan dan memahami__alasan-alasan yang
mendasari keyakinannya atas tanggung jawab termochon. Kerangka ini atau
hipotesis pembuktian juga disebut pembuktian bebas karena hakim diperbolehkan
mengemukakan alasan-alasan di balik keyakinannya (vrijs bewijstheorie).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke
stelsel)

Kerangka ini diarahkan oleh pedoman konfirmasi yang tidak sepenuhnya
diatur oleh peraturan, untuk menunjukkan secara spesifik terlepas dari apakah
tergugat bertanggung jawab secara eksklusif berdasarkan bukti yang sah.

Pemenuhan perjanjian pembuktian yang menurut undang-undang cukup untuk
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memutuskan kesalahan penggugat tanpa meneliti keyakinan hakim, untuk lebih
spesifik terlepas dari apakah pejabat yang ditunjuk memastikan tanggung jawab
termohon, tidak menjadi masalah. Susunan pembuktian ini lebih mendekati
pedoman disiplin.dalam kaitannya dengan peraturan. Penjatuhan pidana terhadap
seseorang pada dasarnya tidak diatur di bawah kekuasaan seorang hakim, namun
atas kekuasaan suatu peraturan berdasarkan pedoman, seorang yang berperkara
harus didakwa dan dikutuk dengan asumsi bahwa apa yang dipersalahkan itu
benar-benar dibuktikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang substansial.
sarana dan bukti. sesuai regulasi. Kerangka kerja ini-dikenal sebagai hipotesis
verifikasi formal (foemele bewijstheorie).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief

wettelijke stelsel)

Pengaturan pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan
hipotesis antara susunan alat bukti menurut undang-undang secara positif dan
susunan pengukuhan sesuai dengan keyakinan atau pemidanaan sesuai jadwal.
Kerangka kerja ini ‘menggabungkan komponen berkepala dingin dan abstrak
dalam memutuskan apakah pihak yang berperkara off-base atau tidak, tidak ada
yang paling dominan di antara kedua komponen tersebut. Termohon dapat
dinyatakan tercela dalam hal pertanggungjawaban yang dipersalahkan dapat
dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus
pembuktian kesalahan itu “diikuti” oleh pemidanaan yang berwenang yang
ditunjuk. Hipotesis pembuktian dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

Conviction-in Time, Conviction-Raisonee, positief wettelijke stelsel dan negative
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wettelijke stelsel. hukum secara negatif pasti umumnya disinggung sebagai
wettelijke stelsel negatif. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap,

dalam kerangka pembuktian legitimasi negatif, ada dua bagian untuk memutuskan

yang sah
Tindaka ; : 5 an Indonesia pada
umumnya a fa ‘j jaiman :P_ Ka g-undang, hal

ini karena eraksi penilaiar er ah : . eringkali diarahkan

kecuali jika dengan tidak kurang dari dua bukti yang cukup ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu perbuatan pelanggar hukum telah benar-benar terjadi dan
bahwa penggugat benar-benar bersalah karena melaksanakannya.

Dalam pengaturan yang sah, makna penegasan adalah mencari realitas dari
suatu peristiwa yang sah. Acara yang sah adalah kesempatan yang memiliki hasil

yang sah. Berkaitan dengan peraturan pidana, pembuktian merupakan pusat dari
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pendahuluan perkara pidana karena yang dicari dalam peraturan pidana adalah
kebenaran materiil.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap pemeriksaan.

mengecilk ‘ ata da emu n atau mencari

tahu siapa [

Klarifika . g : S pembuktian dalam

dan meyakinkan.
5. Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Pidana
Aturan pembuktian, pencipta awalnya akan memahami gagasan verifikasi,

untuk lebih spesifik:

44



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

a) Suatu pembuktian harus berkaitan dengan perdebatan atau kasus yang sedang

ditangani. Faktanya, pembuktian itu terkait dengan realitas yang menonjolkan

realitas suatu peristiwa.

ketentuan ya
d) Setiap

ditunjuk. Di o i Kewajaran bukti yang

dasar-dasar untuk memutuskan suatu pilihan dalam menyelesaikan suatu perkara.
Kemudian, pada saat itu, sehubungan dengan standar konfirmasi, lebih spesifik:

Sebuah. Apa yang pada umumnya diketahui tidak boleh ditunjukkan. Aturan ini
tertuang dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Pedoman ini dapat disinggung sebagai
notoire feiten atau realitas notoir. Secara keseluruhan, realitas dibagi menjadi dua

pertemuan, khususnya:
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1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui masyarakat bahwa hal atau peristiwa itu
pasti keadaannya atau seharusnya demikian.

2) Suatu kenyataan atau pengalaman yang sampai akhir zaman membawa akhir

dipanggil ke
sidang untt 3 : er itmen itu dia

an pengaturan

membuktikan kesalahan penggugat
Aturan ini merupakan sertifikasi dari sesuatu yang bertentangan dengan standar
"pembuktian balik" yang tidak dirasakan oleh peraturan acara pidana yang berlaku
di Indonesia. Sesuai Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan
penggugat saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa ia bersalah secara sah atas

demonstrasi yang dipersalahkan, tetapi harus disertai dengan bukti lain". Aturan
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ini merupakan desakan sesuatu yang bertentangan dengan pedoman "pembuktian
beralih" yang tidak dirasakan oleh peraturan acara pidana yang berlaku di

Indonesia.

pengertian
dapat diakui da nggap ¢ 'f ukti yang sah dan me asi bagi penggugat

sendiri. Sek

dalam pemeriksaan tertulis adalah untuk mengetahui dan memahami batasan-
batasan atau pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan pengamat yang
sah secara hukum yang dapat digunakan atau digunakan sebagai bukti dalam
menunjukkan suatu kesalahan yang nantinya akan masuk akal. dari asosiasi antara

realitas. lebih jauh lagi, peristiwa yang terjadi.
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6. Sistem Pembuktian
Kerangka pembuktian adalah suatu kesatuan atau keseluruhan susunan yang

berbeda dalam hal pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama

apabila sah

suatu tinda

setidaknya dua bukti tidak dapat diakses, otoritas yang ditunjuk tambahan tidak
dapat memaksakan hukuman pada penggugat. Untuk situasi ini, hukuman
pelanggar hukum terhadap termohon harus memenuhi dua keadaan langsung,
khususnya bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Menilik penjelasan Pasal 183
KUHAP, dinyatakan bahwa pejabat telah memutuskan bahwa kerangka

pembuktian yang paling tepat dalam pelaksanaan peraturan di Indonesia adalah
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kerangka pembuktian hukum negatif, untuk menjaga keadilan, kebenaran dan
keabsahan. penjaminan, mengingat dalam kerangka pembuktian Untuk keadaan

ini, terdapat koordinasi yang terpadu antara kerangka keyakinan tepat waktu

seseorang yang

bersalah atas

Wujud o kec an fe i pengaturan Pasal

183 KUHAP . alam re 1aan baku untuk setiap

diatur dalam KUHAP dan peraturan serta pedoman yang berbeda. Sementara
"membujuk” untuk situasi ini benar-benar bermaksud bahwa dari bukti
substansial, keyakinan otoritas yang ditunjuk dibingkai.

Rencana kerangka pembuktian ini jelas untuk membantu alasan pengaturan
cara pidana, khususnya untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.

Terwujudnya kebenaran materiil sebagai tujuan definitif peraturan acara pidana,
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khususnya untuk mewujudkan permintaan, keserasian, pemerataan, dan bantuan
pemerintah di ranah publik.
7. Beban Pembuktian

Hasil koheren dart keseluruhan rangkaian hukum pembuktian dikaitkan
dengan adanya aturan kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Menurut peraturan
pidana, disadari bahwa ada 3 (tiga) spekulasi-mengenal kewajiban membuktikan
sesuatu, khususnya kewajiban membuktikan sesuattu pada pemeriksa umum,
kewajiban membuktikan segala tuntutan atas responden, dan kewajiban yang
layak untuk membuktikan setiap klaim.

Sebuah. Kewajiban membuktikan segala tuntutan terhadap penyidik umum,
kewajiban membuktikan segala hipotesis menegaskan bahwa pemeriksa umum
harus menunjukkan tanggung jawab penggugat dengan alat bukti yang sah yang
diajukan pada pendahuluan, untuk meyakinkanpejabat yang berwenang atas
kesalahan termohon. Kewajiban untuk membuktikan sesuatu ini berkaitan dengan
pedoman asumsi tidak bersalah dan merupakan perwujudan dari standar tidak
menuduh diri sendiri (non self implikast).

B. Kewajiban untuk™ membuktikan. segala tuntutan terhadap termohon
Berdasarkan hipotesis ini penggugat sendiri efektif membela diri dalam perkara
pelanggar hukum di tingkat pendahuluan. Dalam kewajiban untuk membuktikan
setiap klaim, penggugat mengambil bagian yang berfungsi dalam menunjukkan
bahwa dia tidak bersalah dengan menyiapkan semua bukti di bawah tatapan
pengadilan yang stabil. Konsekuensi dari kewajiban untuk membuktikan hipotesis

klaim adalah bahwa jika termohon tidak dapat membela diri secara efektif,
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penggugat akan dinyatakan bertanggung jawab oleh pengadilan. Kewajiban untuk

membuktikan suatu hipotesis dikenal sebagai kewajiban sebaliknya untuk

membuktikan suatu hipotesis.

esuatu Berdasarkan

mengenai suatu kesalahan yang didengar, dilihat, atau dialaminya. diri.

Pengertian Pemantau menurut KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 26 KUHAP, Pemantau adalah “orang yang dapat memberikan data tentang
motivasi pemeriksaan, penuntutan, dan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu
perkara. tindak pidana korupsi yang ia dengar sendiri, dilihat dengan mata kepala

sendiri dan ia jumpai sendiri.Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 13
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Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diatur dalam Pasal 1
angka 1 pemantau adalah orang perseorangan yang memberikan data kepada

motivasi pemeriksaan, pemeriksaan, dakwaan dan pendahuluan terhadap hal-hal

perbuatan

B. Individu

tersangka atau yang berperkara, dimana keterangannya menegaskan bahwa
tersangka atau termohon telah melakukan perbuatan bajingan yang sedang
dianalisa. Pemantau yang berimplikasi ini biasanya diajukan oleh pemeriksa
umum dan dikenang atas dakwaannya, hal ini diselesaikan oleh penyidik umum
mengingat dalam pemeriksaan pendahuluan ia harus mempunyai pilihan untuk

menunjukkan semua yang dimintanya kepada pelaku kesalahan.
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B. Saksi A de Charge (meringankan responden)

Pemantau de Charge adalah pemantau yang meringankan tersangka atau

tergugat, atau pemantau yang tidak menegaskan bahwa tersangka atau berperkara

rpotens

lah data yang

AEARN

g hal-hal yang

diharapkan engecill : of: dengan tujuan

penyidik umum.
D. Saksi Mahkota (Kroon Geterige = Saksi Buaya)
Dalam praktek hukum disadari bahwa terdapat pemerhati mahkota,
khususnya saksi-saksi yang diambil dari salah seorang tersangka atau berperkara

yang kepadanya diberikan mahkota.

53



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

3. Saksi Mahkota
Istilah saksi mahkota tidak memiliki definisi yang benar dalam KUHAP.

Beberapa penilaian yang cukup mumpuni, misalnya Loebby Logman, menyatakan

rown observer
paling ringan

mahkota, yang

BN

\\g\\

adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau
diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan
ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut

Loebby Logman dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah

2 Hukum Online. Definisi Saksi Mahkota. Http://www.hukumonline.com. Akses 11
Desemer 2022 jam 13.11 Wib.
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kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.
Saksi mahkota :?*
Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum

mengajukan “saksi” d| perS|dangan yang®.mana saksi ini dalam
kedudukann : e A _saksi tersebut tidak

24 Setiyono, Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, Lex
Jurnalica Volume 5 Nomor 1, 2007. him. 30.
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BAB Il1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Kesaksian. Korban Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan
Dalam Keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Peraturan pidana memberikan gambaran keseluruhan bahwa pelakunya
melakukan kesalahan .seks ‘melalui bujukan (Seduire; meyakinkan, mendorong)
dan penyerangan. Pesona adalah suatu dorongan dan paksaan untuk menyambut
kaki tangan seseorang untuk melakukan persetubuhan, yang sangat mengabaikan
standar moral atau menyalahgunakan hukum. Rutinitas rutin wanita itu membujuk
sumpah yang baik untuk dipasang dan nasibnya akan ditanggung atau wanita itu
mendapat ketegangan tertentu, misalnya dengan mengatakan yang berikut:

Bila kamu betul-betul mencintai saya, buktikanlah cinta itu dengan

bersenggama atau. relasi.seksual atau coitus merupakan bentuk cinta yang

besar dari seseorang wanita:?>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Candra Siska selaku korban
tindak pidana persetubuhan didampingi oleh Orang tuanya bernama Normawati
bahwa korban disetubuhi oleh pamannya pada saat orang tua sedang pergi kerja
ke kebun dan pulangnya sudah sore hari, paman memberikan bujukan dan rayuan
agar korban mau mengikuti keinginan pamannya.

Sedangkan perkosaan (rape) ialah perbuatan cabul, melakukan
persetubuhan dengan kekerasan dan paksaan. Persetubuhan merupakan perbuatan

kriminil yang dikecam oleh masyarakat, dan bisa dituntut dengan hukuman,

% Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju,
Bandung, 1989. him. 236.

% Hasil wawancara dengan dengan Candra Siska selaku korban tindak pidana persetubuhan
didampingi Orang tuanya bernama Normawati pada tanggal 21 November 2021 jam 14.19 Wib.
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persetubuhan selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat atau

abnormal, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa. Biasanya dimuati unsur-

unsur kekejaman dan sifat sadistis.?’

Risandi selaku korban

disangkal sebanding dengan standar etika sehubungan dengan hubungan antara
orang-orang.

3. Rendahnya wawasan dan antusiasme terhadap standar ketat yang terjadi
secara lokal. Sifat-sifat tegas yang semakin tercabik-cabik di mata publik atau

contoh-contoh hubungan genap yang umumnya semakin menyanggah tugas

2 1bid, him. 237.
28 Hasil wawancara dengan dengan Nella Risandi selaku korban tindak pidana persetubuhan
didampingi Orang tuanya bernama Rosdianti pada tanggal 22 November 2021 jam 10.44 Wib.
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agama sangat berpotensi bagi seseorang untuk menimbulkan kedengkian dan
merugikan orang lain.

4. Rendahnya tingkat kontrol sosial menyiratkan bahwa berbagai cara

pilihan yang
benar-ben 0 an ke 2 k mendukung

individu-in i daerah setempa dan jahat. Ini

bersangkutan dan pengaruh iklim, membuat gambaran sosok manusia yang lalai
untuk menangani perasaan dan indra seksualnya secara tepat, sedangkan orang
yang bersangkutan (dalam kasus-kasus tertentu) juga memainkan dirinya sebagai
faktor kriminogenik, pentingnya sebagai pengemudi langsung atau menyimpang.

melawan penyerangan. Tempat pelaku dengan korban juga didukung oleh fungsi
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iklim, (misalnya, jauh dari kelompok, tempat yang tenang, dan tertutup) yang
memungkinkan pelaku untuk melakukan aktivitas berbahayanya tanpa hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulisna yang didampingi dengan
Zurianty selaku orang tuanya.yang mengatakan bahwa disetubuhi oleh ayah
tirinya selalu didahului dengan ancaman, terkadang mengunakan pisau supaya
korban mau memenuhi nafsu.si-ayah-tiri; persetubuhan telah dilakukan selama
setahun dan tidak diketahui oleh siapa pun.?®

Dalam penyelidikan kesalahan orang dapat mengatakan bahwa tidak ada
kesalahan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban merupakan
anggota yang paling mendasar, walaupun sekali lagi disebut sebagai perbuatan
salah tanpa korban, namun harus diartikan sebagai perbuatan yang tidak
menimbulkan korban lagi, misalnya penggunaan obat-obatan terlarang, perjudian,
penghapusan janin, di manakorban bergabung sebagai pelakunya.

Pekerjaan korban kesalahan ini berhubungan dengan apa yang dilakukan
korban, kapan sesuatu dilakukan, di mana selesainya. Pekerjaan korban memiliki
hasil dan dampak bagi korban itu sendiri dan kelompoknya, pertemuan yang
berbeda dan iklim. Antara orang.yang bersangkutan dan pelakunya ada hubungan
yang bermanfaat, bahkan dalam hal kesalahan tertentu, korban seharusnya dapat
diandalkan.

Alasan berkembangnya kesalahan ini sangat membingungkan, dan dalam
variabel yang membingungkan ini, satu komponen mempengaruhi yang lain.

Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa perbuatan salah adalah akibat dari

29 Hasil wawancara dengan dengan Sulisna selaku korban tindak pidana persetubuhan
didampingi Orang tuanya bernama Zulianty pada tanggal 23 November 2021 jam 15.17 Wib.
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berbagai faktor yang berbeda dan berubah. Terlebih lagi, bahwa variabel-variabel
ini hari ini dan di masa depan tidak dapat diurutkan berdasarkan pengaturan

umum yang diakui dengan praktis tidak ada kasus khusus atau semuanya; Tidak

kriminal. Membahas

atau kasus khusus.

2. Melihat Secara Religius

Kejahatan dalam pengertian yang ketat ini mengakui kejahatan dengan
pelanggaran, dan setiap kesalahan dirusak dengan disiplin neraka pada jiwa yang
rusak.

3. Pemahaman Yuridis
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Perbuatan salah dalam arti yuridis dalam KUHP hanyalah demonstrasi yang
bertentangan dengan Pasal-pasal Buku 11, hal itu dikenal sebagai perbuatan salah.

Dalam mengkaji variabel-variabel penyebab terjadinya perbuatan zina terhadap

pelanggar f Jai atura : ofc antropologis,
harus terli engan orang yang
berbeda (ke engkorak, sorotan
wajah leb dil. Selain itu,
Lambroso eorang penjahat

nenek moyang

kesalahan karena dipengaruhi oleh variabel alami di sekitarnya / iklim moneter,
sosial, sosial dan perlindungan serta budaya yang menggabungkan perbaikan
dengan seluruh dunia serta pengungkapan mekanis baru. Dengan banyaknya
barang dagangan dari luar negeri, seperti TV, buku dan film dengan berbagai jenis
iklan, misalnya promosi, mereka juga menentukan tingkat kesalahannya.

Sementara itu, sebagaimana dikemukakan oleh G. Tardo, perbuatan salah itu jelas
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bukan merupakan efek samping antropologis, melainkan humanistik, sebagai

berbagai pelanggaran di mata publik yang dibatasi oleh peniruan identitas.

3. Mazhab Bio-Sosielegi
Ferri memberi syarat tentang kemajuan setiap perilaku buruk yang dihasilkan
dari keadaan individu, fisik dan sosial. pada satu waktu bagian individu yang
paling kritis. Keadaan-sosial membentuk perilaku buruk, namun ini berasal dari
bakatnya yang secara alami bertentangan dengan bakat sesial (normal dan
spiritualis). Sekolah Bio-Sosiologi sebenarnya merupakan perpaduan antara
sekolah Antropologi dan Sosiologi, mengingat cara ilustrasinya bergantung
pada cara munculnya setiap perilaku buruk mengingat cara:

a. Faktor individual seperti keadaan psikis dan fisik dari si_penjahat dan juga
karena faktor lingkungan. Faktor indvidu yang diperoleh sebagai warisan
dari orangtuanya, keadaan badannya, kelamin, umur, intelek, tempramen
kesehatan dan minuman keras.

b. Faktor keadaan lingkungan) yyang “smendorong seseorang melakukan
kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis) keadaan
ekonomi, tingkat peradaban.

Tokoh-tokoh aliran ini adalah F. A. K Krauss dan M. De Baets. Menurut para
ketua mazhab ini, ketidakhadiran seseorang terhadap agama merupakan salah satu
unsur yang menyebabkan kezaliman, karena dalam diri seseorang menjadi Kkeji
karena tidak tegas, atau membutuhkan agama, sehingga ada hukum keadaan dan
hasil yang logis di sekolah ini.

1. Sekolah Pak Paul Moedikno Moeliono

Menurut sekolah ini, diisolasi menjadi 5 (lima) perkumpulan, yaitu:

Sebuah. Kelompok Salah Anda Sendiri (SS)
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nenyj wejsy se)

Aliran ini berpendapat bahwa kesalahan muncul karena melalui dan melalui
kebebasan individu (dibebaskan dari kehendak).

B. Tidak Salah Grup (TOS)

Sekolah ini

bagian, untuk

|.DasEs=Id

produktif (karisma) dan ada sifat malapetaka (penghinaan, perlu gigit debu).
Kedua kekuatan ini saling bersaing, menyebabkan tekanan.

ii. Das Ich = Ego

Sangat, bekerja untuk mengatur permintaan Das Es sesuai standar kehidupan.
Lapisan ini memilih keinginan Das Es.

aku aku aku. Uber Ich = Super Ego
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Uber Ich adalah organisasi yang paling tinggi dalam mengendalikan aktivitas

manusia dan memiliki kebajikan, standar yang mempengaruhi ukiran batin pada

citra super diri. Superego mengontrol citra diri dan memberikan kesalahan dan

dengan anak di bawah umur sebagai korban. Faktor dalam, khususnya:

1. Keadaan pikiran Kondisi mental atau keadaan diri yang aneh dari seorang
individu juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang salah.
Misalnya, hasrat seksual yang tidak biasa, perilaku disfungsional, psikopatologi
dan bagian mental dari impuls seksual. Adapun kekacauan yang menyebabkan

kemerosotan cara berperilaku, individu tidak dapat memisahkan antara perbuatan
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besar dan perbuatan menjijikkan. 94 Jenis hubungan seksual yang tidak normal

dan tidak masuk akal adalah hubungan seks yang tidak dapat diandalkan, dan

didorong oleh impuls dan kecenderungan yang tidak biasa.

dalam karisma
dalam hal ini, itu

an oleh P. Lucas

memiliki kharisma yang untuk disampaikan, untuk
melampiaskan moxie yang terhenti di tubuh manusia umumnya tidak dapat diakui
oleh orang, alasannya adalah akibat langsung dari praktik yang diterima, seperti
ketat standar, standar moral, dan praktik yang diterima. peraturan. Dalam standar
tersebut terdapat syarat-syarat yang berlaku agar dorongan tersebut dapat

tersampaikan, salah satunya adalah dengan menikahi seseorang yang cukup

dewasa.
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4. Kesalahpahaman Tentang Kencan
Beberapa jenis penyebaran kasih sayang yang tidak dapat diterima selama

percintaan. Remaja sering kali memiliki pandangan yang tidak dapat diterima

bunga mawar, pe iun 3 bungan  seks.

Dengan kecurig : 3 micu aktivitas yang

yang bukan pas : '; an mal :h' adalah variabel yang sangat

kuat dalam kasus pe aran sekst Inya past ela, namun campur-

Pamannya dikarena 'Q ‘ Qr a mengenai hubungan
pacaran korban, pamannya 1 dan menjadikan alasan sering
ketemu dan memudahkan pamannya melakukan persetubuhan dengan korban

secara berkali-kali.%°

%0 Hasil wawancara dengan dengan Wirasmawati selaku korban tindak pidana persetubuhan
didampingi Orang tuanya bernama Darmi pada tanggal 24 November 2021 jam 09.55 Wib.
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4. Umur Atau Usia
Sebagaimana diketahui bahwa manusia itu mempunyai masa-masa/periode

perkembangan atau life-stadium, antara lain :3

menghada
B. Masa
manusia,
sebagai ora
kejutan (b ) : [ ' rika odel langsung
kepada ora ] i 3 3 am kebosanan. Dia

melacak perhatia » GNya an di masa ke dewasaan ini tinggi,

lebih mantap. Perkembangan tubuh telah mencapai puncaknya. Selain itu, dalam
masa dewasa pertama ini, seksualitas sebenarnya memainkan peran penting dan
kekambuhan masih tinggi.

Adanya perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat Kepolisian

Resor Indragiri Hilir, tidak sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari

31 M. Ridwan dan Ediwarman, Op.Cit, him. 10.

67



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

responden. Aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir dinilai kurang berperspektif
terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak

pidana persetubuhan.®? Hambatan-hambatan tersebut antara lain: Ditingkat

a ketentuan
unsur-unsur
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isebabkan tindak
lama, sehingga

ang lengkap.

32 Wawancara dengan, Briptu M. Arief Maulana selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal
Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 19 November 2021 jam 10.22 Wib.

3 Hasil wawancara dengan dengan Nella Risandi selaku korban tindak pidana persetubuhan
didampingi Orang tuanya bernama Rosdianti pada tanggal 22 November 2021 jam 10.44 Wib.
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BAB IV

PENUTUP

% :
[

¢
v

keterangan oleh saksi korban yang beranggapan aib atas tindak pidana
persetubuhan, walaupun pelaku atau tersangka tindak pidana
persetubuhan masih memiliki hubungan keluarga. Keterangan dari aparat
Kepolisian Resor Indragiri Hilir dengan fakta yang terjadi di lapangan

memang jauh berbeda, tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau
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anggapan bahwa kinerja aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam
menangani kasus persetubuhan semua bersikap demikian.

B. Saran

1. Dalam
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